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regulates in soc:r,al and stczte Iwmg C |
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Abstrak

Penetapan suatu negara sebaga1 negara hukum yang berkesejahteraan
memberikan konsekuensi bahwa hukum yang berlaku akan
memberikan jaminan terhadap segenap bangsa, segenap individu dari
perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum harus
mengayomi setiap warga, bangsa agar hak-haknya sebageu warga
negara dan hak asasi manusianya terjamin. Di mana hal ini hanya
dapat dilaksanakan jika ketentuan tentang “jaminan” tersebut
dituangkan dalam konstitusi. Dalam konsepsi seperti ini, maka politik
pembaharuan hukum harus merupakan pelaksanaan cita-cita bangsa
dan atau tujuan nasional. Sehingga hukum yang dihasilkan dari mesin
legislasi dapat berlaku secara nasional, tidak tumpang tindih, tersusun
secara hierarki dan bermuara pada Konstitusi. Namun, jika terpaksa
dilahirkan perundang-undangan yang menyimpang, maka ia tetap
merupakan pelaksanaan tujuan nasional. Untuk itu grand design perlu
disusun agar politik hukum perundang-undangan memiliki arah yang
jelas dan akselerasi terhadap terwujudnya negara Kesejahteraan.

t Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia periode 2007-2009.
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- Sebab, hakikatnya politik hukum adalah kebijakan politik yang "
- Inenentukan aturan hukum. apa yang seharusnya berlaku mengatur -

- berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. .

 Kata-kata kunci: poii_tik__-h;_i_}_«:um,_p'e_r_uhd_a_ng—undangan, konstitusi,
S . granddesign, negara hukum dan kesejahteraan. -

- APendahuluan - S LR R TR TS T R SRR
~ Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum

hsstaa), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machssiaay.
- Konsepsi negara hukum yang diinginkan oleh founding fathers

-sejak awal perjuangan kemerdekaan ini terlihat jelas dengan .
_diﬁiﬁ'&itﬂj@';pokbkipokok p1k1ran dasar dalam 'Pembilkaan uuD
1945, yaitu “kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan
pernyataan bahwa pemerintah negara. berkewajiban untuk
_mel_i_n:dungi ;segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia ‘dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Hal -
ini memberikan arah dan harapan bahwa hukum akan
melindungi segenap rakyat, segenap individu dari perlakuan
tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum akan
mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai
warga negara dan hak asasi manusianya terjamin.

Namun, sejarah menunjukan bahwa selalu saja terdapat
kesenjangan atas apa yang diharapkan dengan kenyataan-
kenyataan yang dihadapi. Dalam hal ini, meskipun pemerintah
telah ‘memiliki idealisme dan langkah-langkah konkrit untuk
mengatasi kesenjangan antara harapan dan cita-cita dengan
kenyataan yang terjadi itu. Pemerintah juga telah berjuang,
berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi keadaan
itu, tetapi hasilnya hingga saat sekarang memang belum dapat
memuaskan semua warga negara, masih banyak dari mereka
yang belum memiliki akses terhadap keadilan (access to justice).

Namun “kesenjangan” yang masih ada seperti itu tidak
boleh membuat kita semua kehilangan energi, kehilangan
semangat atau menyerah, apa lagi putus asa untuk tetap
memperjuangkan. Perjuangan untuk mewujudkan suatu yang
ideal memang memerlukan waktu yang sangat panjang,
generasi demi generasi. Hal ini juga terjadi di negara-negara
maju, seperti Eropa, Amerika dan Jepang di mana sebuah

572




- :_:peradaban _tatanah dan_ sxs‘tem mlamya dxbangun dalam walktw

zamannya Tugas kzta adaiah menyelesaxkan masalah-'
:masaiah yang sekarang kita hadapi, sambil memberlkan__' :
landasan: bag1 penyelesazan masalah- masalah yang .akan
'_muncul di masa depan. Landasan 1ty salah ‘satunya. adalah..

peraturan perundang undangan ;yang merupakan blngkeu 3

'pelaksanaan pembangunan nasxonal G

o Dart konstruk31 ‘berpikir .seperti. itulah. maka ada beberapa
hai berikut yang dapat dipergunakan sebagai landasan dalam
melaksanakan pohtzk hukum perundang~undangan

iB_,._ZVisi Pemban_gu_n_an Hjakum

_-__:.:.Kita semua hampir melupakan bahwa gagasan negara
berlandaskan konstitusi dan hukum dalam perdebatan pada
Sidang Pleno Konstituante saat membahas falsafah negara
atau dasar negara, hak asasi manusia, dan pemberlakuan
kembali UUD 1945 antara kurun waktu 1956-1959 ternyata
tidak berkembang dan terinternalisasi ke dalam berbagai
norma hukum dan praktek hukum, serta ketatanegaraan.
Akibatnya, dalam waktu yang cukup lama kita mengalami
suatu periode di mana hukum menjadi mstrumen kekuasaan
dalam menyelenggarakan berbagal kepentingan, yakni
kepentingan kelompok dan kekuasaannya.

Karena itu dengan kembalinya kepada konstitusi hukum
yvang berlandaskan hak asasi manusia yang diupayakan oleh
pemerintahan pasca orde baru melalui amandemen konstitusi
sebanyak empat kali tersebut diharapkan mampu mengembanglkan

L '.._.'pomik'hﬁmsin?emﬁdarig-'unaa'ngéﬁ o

) m nJadr;kenyataan Me'sklpun Juga harlis disadari .bahwa.gl
: _'-'-'pro‘blema kemanus1aan -ak,an _:selalu muncul sepan;ang_:_j_?'._
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“prinsip-prinsip negara hukum selaras ‘dengan kemajuan ilmu.
_pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya
“'masyarakat global. Sehingga rule of law tidak lagi dipahami
‘sebagai konsepsi yang tipis (thiner conception) atau formal rule
by law, tetapi - dipahami sebagai konsepsi yang paling tebal

(thicker conception), yakni substantive social welfare.
- Selain jtu dengan empat kali amandemen’ yang meliputi -

~hampir keseluruhan materi ‘UUD 1945 tersebut diarahkan -

- untuk mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula
- dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan

‘Rakyat menjadi dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar. Hal
ini jelas dimaksudkan untuk menjadikan semua lembaga- -
lembaga negara dalam UUD 1945 memiliki kedudukan
sederajat :dan berjalannya prinsip saling mengawasi dan
mengimbangi (checks and balances), serta merupakan upaya
untuk menjadikan UUD 1945 sebagai acuan dasar yang benar-
benar hidup ‘dan berkembang dalam penyelenggaraan negara
dan kehidupan warga negara {the living constitution). Hal ini
ditujukan agar supremasi konstitusi yang memang
dikehendaki dalam sebuah negara hukum dapat diwujudkan.

Berdasarkan prinsip negara hukum seperti itu
sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan
manusia. Hukum dalam hal ini harus diartikan sebagai
kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada
konstitusi. Karena itu pelaksanaan politik hukum perundang-
undangan tidak boleh menghadirkan hukum dan/atau
peraturan perundang-undangan yang hanya untuk
kepentingan penguasa. Hukum tidak boleh hanya untuk
menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa,
melainkan harus menjamin kepentingan keadilan bagi semua
individu, bagi semua warga bangsa. Untuk dapat menjamin
hal ini, maka negara hukum yang dikembangkan bukanlah
absolute rechsstaat, tetapi demokratische rechsstaat {(democratic
rule of law).

Sejalan dengan itu agar politik hukum perundang-undangan
tetap dalam kerangka implementasi UUD 1945, maka harus
selaras dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945; (1)
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
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;.Indonesm (2) memajukan kese_]ahteraan umum (3.')
-1 erdaskan keh1dupa.n bangsa, dan. (4) ikut. melaksanakan:_' _
B ketemban duma yang- berdasarkan kemerdekaan perdamaian.

abach dan keadilan soszal ‘Artinya, c1ta cita pembentukan

sederhananya bahwa pelaksanaan pohtak hukum melalul
pembaharuan hukum harus mampu membawa kema;uan

mehndungl seluruh tumpah darah dan mensejahterakan

seh;iruh warga negara

C. Pohtzk Hukum UmfikaSJ. Hukum

_ Dengan dlkumandangkannya Proklamam Kemerdekaan dan
se__t_el_ah diundangkannya UUD.1945 pada 18 Agustus 1945
seharusnya segera berlaku suatu sistem hukum nasional yang
utuh guna menghapus séemua warisan hukum pemerintahan
kolonial Belanda. Hal ini disadari.karena hukum-hukum
kolonial itu tidak selaras dengan cita-cita proklamasi, juga
bersifat menindas dan eksploitatif. Namun pada kenyataannya
hukum-hukum itu tetap dipakai sebagai rujukan dan
dipertahankan untuk menghindari kekosongan hukum.

.Bersamaan dengan itu perundang-undangan ternyata juga
masih mengakui berlakunya hukum adat, dan hukum Islam.
Karena itu, politik hukum unifikasi dalam pembaharuan hukum
dilaksanakan untuk mendorong kebijakan pembaharuan hukum
vang mengarah pada penggantian hukum-hukum warisan
kolonial, dan pengkooptasian hukum adat yang sangat beragam
serta hukum Islam menjadi hukum positif negara.

Sementara itu ketentuan hukum-hukum internasional yang
tercipta akibat masuknya Indonesia sebagai anggota organisasi
badan-badan internasional, regional dan atau kerjasama
bilateral serta ratifikasi berbagai perjanjian maupun yang
berkaitan dengan hak asasi manusia juga telah berimplikasi
terhadap kewajiban negara untuk membuat undang-
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'negara atau blasa d1sebut fujuan. negara itu harus dijadikan
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hikan: agar konsepsz negara hukum yang demokraus tadi
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' '1_'unda11gnya, bahkan Sekahgus kewapban untuk menyela,raskan

' dalamnya

_ Plurahsme hukum tersebut Juga dlperbanyak oleh'
_-_berkembangnya peraturan daerah (perda) sebagal dampakﬂ'
__:penyelenggaraan otonom1 daerah serta aturan«-aturan tertuhs :
'-undangan Di mana ketentuan_
T’ turan peratufa_n tersebut lebih menekankan pada -
3 peran fdan :_kekuasaan lembaga lembaga negara""( rmasuk -

“pemerintahan daerah) dalam'membentuk dan menafsukan
hukum tertuhs guna mencapai tujuan lembaga—lembaganya

“Karena itu, dalam peiaksanaan politik hukum umﬁkam
tidak sepenuhnya dapat terlaksana. Kekuasaan negara untuk
melakukan unifikasi hukum tetap saja terbatas. Bahkan dalam
negara yang menganut sistem politik totaliter sekalipun, tidak
begitu saja dapat menghapuskan’ keanekaragaman hukum
yang hidup dan berkembang di wilayah kekuasaannya. Karena
selain keterbatasan kemampuan negara tadi, hukum dalam
kenyataannya tidak semata-mata “ditemukan” dalam
masyarakat seperti yang dipikirkan oleh von Savigny. Hukum
hakekatnya adalah aturan atau ketentuan yang merupakan
hasil interelasi sistem sosial-politik yang terkait dalam rantai
sejarah, nilai-nilai dalam masyarakat, perilaku elit kekuasaan
serta pengaruh nilai-nilat dari luar wilayah kekuasaan. Dan
pembaharuan hukum adalah politik hukum yvang dipengaruhi
oleh ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya,
dan dominasi sistem politik yang menyelimuti. Di mana dari
berbagai penilitian yang telah ada dapat disimpulkan; (1) dalam
negara yang memiliki sistem politik demokratik, produk
hukumnya berkarakter populis, progresif, dan terbatas
interpretasi, dan (2} dalam negara yang memiliki sistem politik
non-demokratik, produk hukumnya berkarakter elitis,
konsevatif dan terbuka interpretasi.

Meskipun demikian, yang terpenting dalam politik hukum
unifikasi perundang-undangan ini adalah bagaimana
mengambil sebanyak mungkin nilai-nilai dari pluralisme
hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat
tersebut menjadi hukum positif negara, sehingga hukum yang
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:-f}leglslasx. pun mengalam1 perub'ahan yang fundamentai Dan_': :

. '_'_--yang Semuia presm.densml heavy, bergeser ke DPR. Hal ini. dapat 5
" dilihat dari pembahan pada Pasal § ayat (1) UUD1945 ‘dari
' ."“Presxden memegang. kekuasaan’ membentuk: undangmndang .
_':dengan persetujuan DPR menjadl Presmien berhak mengajukan

_'__ram_:angan undang»undang dengan persetujuan DPR”.

"-mempunyal kekuasaan membentuk undang-undang, (2) setzap

rencangan. undang—undang dibahas oleh. DPR dan Presiden
untuk mendapat persetujuan bersama; (3) jika rancangarn

'undang -undang.itu tidak mendapat persetujuan bersama,
rancangan, undang undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam
p_er__s_1dangan DPR masa itu; (4) Presiden mengesahkan
rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama
f;ie_njadi undang-undang; {5) dalam hal rancangan undang-
undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disabkan
oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan
u_n_d_ang—_undang itu disetujui, rancangan undang-undang
tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Perubahan Pasal 20.UUD 1845 ini jelas menghilangkan
dominasi presiden dalam proses pembentukan undang undang,
dan sekaligus menggesernya ke DPR.

Fungsi legislasi DPR itu juga menunjukkan adanya
superioritas terhadap fungsi legislasi DPD. Karena DPD hanya
diberi kewenangan untuk mengajukan dan ikut membahas
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam
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uangan pusat dan daerah. Dengan demikian, meskipun DPD

. Sebab, fungsi legislasi harus dilihat secara utuh, yaitu dimulaj
. Jari proses pengajuan sampai pemberian persetujuan terhadap
_ fancangan undang-undang menjadi undang-undang. . .

. Superioritas atau’ monopoli fungsi legislasi DPR seperti 1tu

o -fe;‘nyata:telgh_ menjadi catatan banyak pakar untuk perlunya .
- koreksi terhadap Pasal 20 hasil amandemen tersebut. Karena,

~dalam:lembaga perwakilan rakyat yang menganut sistem
bikameral, ‘dua lembaga yang ada memiliki harmoni
kewenangan ‘dalam fungsi legislasi. Dalam hal ini, ‘meskipun
Majelis Tinggi (Senates/ House of Lords) tidak memiliki hak
untuk mengajukan rancangan undang-undang tetapi berhak
untuk mengubah,"mempe_rtimbangkan, atau menolak (vét_o)
rancangan ‘undang-undang dari Majelis Rendah (Kongress/
House of Representatives). Di beberapa negara, jika kewenangan
seperti itu tidak ada, maka House of Lords diberi hak untuk
dapat menunda pengesahan rancangan undang-undang yang
telah mendapat persetujuan dari House of Representatives.

Hal yang demikian itu tentu dimaksudkan agar fungsi
legislasi DPR tidak dijadikan kekuatan politik untuk
melanggengkan kepentingan partai-partai politik yang
mendominasi DPR. Sebab, menurut banyak pakar, dengan
fungsi legislasi DPR yang ada sekarang ini sering digunakan
sebagal instrumen untuk memprodulksi undang-undang yang
memperkuat supremasi DPR dengan tanpa dialasi kebutuhan
rasional.

Pendapat seperti itu tentu debatable, sebab meskipun DPD
tidak memiliki fungsi legislasi secara utuh tatapi tidak serta
merta politik hukum perundang-undangan kita telah
menyimpang dari konstitusi. Karena jika hal yang demikian
itu terjadi maka pihak yang berkepentingan yang memiliki
legal standing dapat mengajukan keberatan terhadap isi
undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Yang terpenting dalam kaitan dengan fungsi legislasi DPR
ini adalah bagaimana program legislasi nasional yang
i’ﬁérupakan instrument utama perencanaan program
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' '.-.:'.mengkonstruk.sz.pohtlk hukum pemndang—'undangaﬂ' nasional :

E Harmomsasz Hukum

2 _-f_i"'Sebagalmana ‘telah dlbahas sebelumnya bahwa dalam
negara ‘hukum,; maka konstitusi (baca: UUD 1945) harus
menjad1 acuan dalam penyeienggaraan negara dan kehidupan
warga. negara.’ Dalam ‘hal ini, ‘maka sistem pemermtahannya '
perlu menghadirkan adanya suatu tata hukum, yang menjadi
bingkai norma-norma hukum agar saling’ terkait dan tersusun
men_;adz sebuah sistem. Di mana setiap norma hukum dalam
sistem tersebut tidak boleh mengesampingkan atau bahkan _
bertentangan norma hukum yang lainnya. : :
B Dengan demikian dalam negara hukum, sistem hukumnya
harus tersusun cialam tata norma. ‘hukum secara hirarkis dan
tidak boleh saling. bertentangan di antara norma-norma
hukumnya baik secara vertikal maupun horizontal. Sehmgga
jika terjadi konflik antar norma-norma tersebut maka akan
tunduk pada norma-norma logisnya, yal{m norma-norma dasar
yang ada dalam konstitusi.

Karakteristik ‘dari norma hukum yang bersumber pada
norma dasar itu meliputi prinsip konsistensi dan legitimitas.
Di mana suatu norma hukum tetap akan berlaku dalam suatu
sistern hukum sampai daya lakunya diakhiri melalui suatu
cara yang ditetapkan dalam-sistem hukum, atau digantikan
norma lain yang diberlakukan oleh sistem hukum itu sendiri.
Dalam karakteristik tersebut maka berlaku prinsip-prinsip,
antara lain lex posterior derogate legi priori (norma hukum yang
baru membatalkan norma hukum yang terdahulu), lex superior
derogate legi inferiori (norma hukum yang lebih tinggi
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. tingatannya membatalkan norma hukum yang lobin rendat),
 dan lex specialis derogate legi generalis (norma hulkum yang
“bersifat khusus membatalkan norma hukum yang bersifat.

. Namun demikian terhadap prinsip hukum yang terakhir di

 atas (baca: lex specialis) tersebut tentu berlaku yang sehaliknya,

_artinya merupakan keadsan ‘menyimpang® dari ke

 harmonisasian norma-norma dalam tatanan hirarki sistem
Bukum nasional. Hal ini fentu hanya boleh terjadi apabila
- norma-norma hukum yang umum memang tidak jelas atau

mengatur norma hukum yang memang dibutuhkan. Sehingga
meskipun lex specialis dapat dipandang sebagai suatu “masalah”
dalam politik harmonisasi hukum, ia masih berada dalam
kdriﬁor atau kerangka h_uki;m beralas dari norma-norma dasar
dalam konstitusi. _ ' R : :

‘Dalam kaitan politik harmonisasi hukum tersebut Undang-

Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundahg—undangan telah memberikan pedoman dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain

diatur: (1) mengenai asas sebagaimana diatur dalam Pasal 5;
(2) materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6; (3) jenis

dan hirarki peraturan perundang-undangan sebégaimana

diatur dalam Pasal 7; dan Bab V tentang pembentukannya. Di

mana khusus tentang “harmonisasi” dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2004 ini memang hanya disebut satu kali,

yakni dalam Pasal 18 ayat (2). Dalam Pasal ini disebutkan;

“Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden,
dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung

jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan” {baca:

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) tersebut maka
harmonisasi hukum secara tegas dibebankan kepada suatu
kementerian, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Hal ini dikandung maksud agar norma-norma dalam
rancangan undang-undang dimaksud tidak bertentangan
secara vertikal dengan UUD 1945 dan horizontal dengan
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Hak Asas1 Manuma_:_ Namun 361&8 hal 1tu tldak menglkat secara_;".-;'-
' :hulz:um pad.ahal pOlitﬂ-” harmon1sas1 ini- sesungguhnya wajib ;

'hukumnya Hal ini d1per1ukan guna meminimalisir judicial

review ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Selain '-

itu politik harmonisasi hukum sendrn adaiah kemscayaan
dalam suatu negara hukum.
F. Penutup

'Negara Indonesia adalah negara hukum, maka politik
hukum peraturan perundang-undangannya didasarkan pada
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945. Untuk itu visi pembangunan hukum yang
merupakan arah kebijakan politik hukum nasional juga harus
diletakan di atas tujuan pembangunan nasional sebagaimana
ditetapkan oleh jfounding fathers kita dalam Pembulkaan UUD
1945. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan supremasi
konstitusi dan menjadikan konstitusi benar-benar hidup dan
berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan
warga negara {the living constitution).

Dalam hal itu, maka politik hukum pembaharuan peraturan
perundang-undangan diarahkan menuju unifikasi hulkum yang
harmonis dalam bingkai grand design, sehingga norma-
normanya tidak saling bertentangan baik secara vertikal
maupun horizontal, atau bahkan menjadikan hukum kita “lepas
dari orbit”. Meskipun harus disadari bahwa unifikasi dan
harmonisasi dapat saja terlanggar, sepanjang hal tersebut
karena ke khas-an Indonesia, lex specialis dan lebih bermanfaat
bagi bangsa dan negara.
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- Pasca amandemen UUD 1945, fungsi legislasi heavy nya
 telah bergeser ke DPR, dan para pakar telah mengamati bahwa

ini bisa saja “dipakai” untuk memperkuat supremasi DPR.

Karenanya agar politik hukum peraturan perundang undangan

 kita tetap bereiri populis, progresif dan limited interpretation,

| maka DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya harns

ari aspirasi rakyat dan tetap dapat menjaga

 berkembengnya demokratische rechsstaat agar nogara Indonesia

- yans berkescjahteraan (welvaaristaat, welfare siate) dapat

 diwwjudkan. People are the true legislators, and parlemen is people
. ."--fépr‘?sef%f.afive{’j s R TRl i i
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